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MENDESAIN TEORI HUKUM PANCASILA

Oleh : Lusiana Tijow

Abstrak

palsafih suatu bangsa merupzkan iandasan bagi ideologi atau pedoman dasar
hagi sistem pengaturan kehidupan berbangsa dan bemegara. Manifestasi filsafue
huE:urﬂ Indonesia dapat ditemukan dalam Pancasila vang termuat dalam Alinea
geempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (LUDNED Tahun 1945). Diantara ideologi besar vang berpengaruh di dunia
(komunisme, kapitalisme, individualisme dan kolektivisme), Pancasila sering kali
disebut dan digolongkan ke dalam “ideclogi tengah”.Pandangan h idup Pancasila
diunghapkan olel Sidhana, vang bertolak dari kevakinan buhwa alam semesta
dengan sezala isinva diciptakan oleh Tuhan. Secara kodrati, keseluruhan pribadi
manusia dengan keunikan masing-masing mewujudkan satu kesatuan, “kesatuan
dalam purbedaan™ Schaliknya dalam kebersamann (kesatuan) i tap manusia
individual memiliki kodrat kepribadian yang unik, sehingga terdapat perbedaan
dalam kesatuan™ Struktur dasar inf diremuskan dalam sila-sila Pancasila Sebagai
filsafal, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemolosis, dan aksiologis Dasar
ontologis Parcasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak mono-plaralis'.
Manusia lndonesis menjadi dusar adanya Pancasila, Dasar epitemologis Pancasila
terkait denpan sumber dasar pengetahuan Pancasila, Eksistensi Pancasila dibangun
sehagai abstaksi dan  penyerderhanaan terhadap  realitas yang ada  dalam
masyarakar bangss Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multi kultr, dan
multi etik dengan cara menggali nilai-nilsi yang memiliki kemiripan  dan
kesamann untuk memecahkan masalah vang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia.
Pancasila dibangun dan berakar pada manusia Indonesia beserta seluruh suasana
kebatinan vans dimiliki,
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Weendini bangsz indonesia, selama ini hanya
dikenzl Soskarno-Hatta (dymomic dua). Selain
Soekarmo dan mobammad Hatla, Pendiri Bangsa
adalah tokoh secara téknis tierperan akeif, nyata
dan  ferbukti  menyusun strokiur NEEara

bersifat imperatif.

YWend) para founding Republix Indonesia menjelang datangnya har
kemerdekaan, Mereka ity adalal para ANEEaLa

Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha Fersiapan

Kemerdekaan  indonesia  (BPUPKD)  yang

e kemudizn  dibubarkan  dan  diganti denpan
€0 i, - il .




i . S
(lima)  rumusan resmio Pancasila’ ™,
sejabh Piagam  Jakarta  sebagal  vang

pertama sampai  dengan  Pembukaan

LUDNRI Tahun 1945 yang berlaku
: i 117

sekarang sebagai yang terakhir.

Panitia Persiapan  Kemerdekzan  Indonesia
(PEKN), dan ditambzh tokoh  yang  hadir
meramuskan naskah  proklamasi di rumah

Laksamana Maeda, 15 Agustus 1545 Terdapat
11 orang pendiri bangsa yang merumuskan
naskah proklamasi, a.l. Soekarna, Hatta, Ahmad
Soebardjo, Radjiiman Wediodiningrat, dfl. &
orang pendiri bangsa yang merupakan anggota
PPEl totapi tidak ikut merumuskan naskan
praklamasl, a.l. BPH Purubojo, Wahid Hasjim,
Kasman Singodimedjo, dll. 42 orang pendiri
bangsa angpota BPUPKI tetspi bukan anggota

PPl dan  tidak  ikut  meromuoskan naskan
praklamasi, al. Abdul Kahar Muzakki, AR
Bawesdan, Apus  Salim,  AA Maramis,  dil.

Sehingga total yang disebut Bapak Pendiri
hangsa Indonesia adalah berjumlah 87 orang.
YSanp  dimaksud  dengan  rumusan resmil
Pancasila izlah rumusan Panpcasila yang disusun
oleh badan-badan resml yang berwenzng untuk
ity (dibedakan dari Pancasila usulan yang
diajukan  oen perorangan),  Lihat  Dodang
saifuddin Anshari, Piagom Jokarto 22 Juni 1945,
Sehpgh Konsensus WNosional lentong Dosor
Negara Repubiik Indonesia (1945-1945), Gama
Insani Pars, lakarta, 1997, hal. 119,

W imusan pertamo adalah Piagam lakarta (22
Juni 1945) yang diterima secara sklamasi oleh
Gadan Paryelidikan Lsahia Persiapan
Kemerdekaan pada tanggal 11 dan 16 Juli 1545,
yang berisic 1Ketuhanan, dengan kewajiban
manjalankan syari‘at lslam bagl pemeluknya,
7 Kemanusiaan  yang o adit  dan beradab,
3.Parsatuan  Indonesia, 4.Kerakyatsn  yang
dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  delain
permusyawaratan perwakilan, S.Keadilan sosial
bagi sefuruh rakyat indonesia, Rumusan kedua
sdalah remusan dalam pembuokazn UUD (12
Agustus 1845) yang diterima secars aklamasi
olal Panitia Persiapan Kemerdekaan Indanasia
pada tanggal 18 Apgustus 1545, yang berisi;
1.¥etehanan yang Maha [Csa, 2.Eemanus@aan
yang adil dan heradab, 3.Persatuan Inconesia,
A_Kerakyatan vyang dipimpin oleh  hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawarstan

Scbagar ideologi Negarg,
menjadi (cita
bintang pemandu vang Men;

heknstan
Posisi inl o mengharuskan
penegakan hukum

rechisidee punya! schagal

o

hcnulk:m dan

asumat hukem dan m'i':"t'ﬂs'i-

bangsa dan negara haryg g if ditrijukan untflk mencapai ide-
Menurut MNotonegorg, dalant Pancasila, SO.TTH dapat
menjadi - cita hukum kﬂl‘ﬁn nakan antuk menguji hukum
dukannya  sebagni  pokok  pap Sitif, Sebagil stearsfundamentalnorm
[undamental e ki pembenty kan hukum, pencrapan.

pclukn:umﬂnnya tidak  dapat

(staatsfundamentalnorm)t" kL e
dari nilai-nilar Pancasila™™

gpaskir
Geiring  perkembangan
pembangunan hkaem _
dikadapkan pida berbagal tantangan.
; berdampak  pada

jaman,

perwakilan, 5.Keadilan sosial bagi saly .
Indonesia

Indanesiz. Rumusan ketiga, dalam My
Konstitusi RIS (37 Desember IE
1 Ketuhanan  yang  Maha  Esa
vemanusiaan,  3.Kebangsazn, 4,
f.keadilan sosizl. Rumusan keemp
hukadimah UUDS 1950 {15 Agus
yaitu: 1l.Ketuhanan vyang Maha E
Kemanusiaan, 3.Kebangsaan, 4. *
c.Xeadilan  sosial. Rumusan  kelima
Pembukaan UUD 18 Apustus 1945

Piagam Jakarta (5 Juli 1955), yaitu: 1.Ke
yang Maha Esa, Z.Kemanusizan yang:
haradab, 3.Persatuan Indonesia, d.Kerak
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan |

. =25 21
giuh:alls:m

& lmu  MHukum, Pemikiran menufu
orakat yonag Berkeadilan daon
artabat, PT HajaGrafindo Persada, lakarta,
D14, hal. 38,

Attamimi dofom Teguh Prazetyo & abdo
. giim Barkatullah, ibid; hal. 384,

jmﬂlbl:lélllS?'Sl adalah proses integrasi
Hniernasionsl yang terads karena pertukaran

permusyawaratan perwakilan, 5.Kead dangan  dumis, produs,  pemikiran, dan
bagi seluruh rakyat Indonesia; yang d k-aspek kobudayaan lainnya,  Kemajuan

Mnfrastrukiur tiar

portasi dan telekomunikass,
Uk kemunculan telegrab dan Internat,
MEIUDakan fakior utama dalam globalisasi yang
akin. mendarg g saling  keterganiungan
Witas okonomi dan budaya. raski sejumlah

Piha . : )
! IIim':!'-”'l"ah'--‘-ufl nahwa globalisast berawal di
== Mouain,

Piaga jakarta 22 lumi 1545 {Lihat RumUS
| Pancasilal, Endang Szifuddin Anshari,
19119,
U8 pernard Arief Sidharta menjelas
dimaksud dengan cita hukurn adalah
karsa, cipta dan pikiran berkenadn
hukum atau persepsi tentang maknd : : beserapa pakar lainnys melacak
vang dalam intinya terdi dari 1iga g fah  globalisas) sampai sebelum  zaman

f B - :

keadifan, kehasilgunaan dan kepastial “'i;m tropz dan pzlayaran ke Dunia Baru.
m piki L

Cita hukum itu terbentuk dalam P Pula

} Bobalic. . Hakar 'r'ar‘-ﬂ.l'!'l-El"IC:'lt-?l[ terjadinya
sanubari manusia sehagai produk oel .mh.am milenivin ketiga  sebelum
pandangan hidup, keyakinan keagames ke.y * Pada akhic abad ke-19 dan awal abad
kenyataan masyarakat yang diproye
orases  pengkaidahan  perilakit

0, Lo
iz lWHF“r""-'J"-”'-II-JI'I ekonomi dan budaya
+ ' u
masyarakat yang mewdjudkan
tarsebut.

Iisa;ﬁ”“:”:'-ﬁ'-mlg sangst  cepar, IsLiI.:lh
_ﬂEnthﬂ "'“-tj!'-l"l SETIRE dngunaka.n 5e.J;|k
| I- e !' tahien 1980-an dan lebiih sering
Yonotonagaro,  Pembukaan Linda Hirtengahan 18590-an. Pada tahun
dasar 1945 (Pokak kaidah F.“ﬂ
negoera  Indonesio), dalom Fancd :
faisafah Negorg, Cetaxan keempa:

. Dana _Modagter W {(I8AF)
I empat aspek dasar globalisasl:
I
Pantjuran Tudjuh, tanpa tahur, da _
Prasetyo & Abdul Halim Bark_a_tu_‘!a

dan fransakst, pergerakan modal
wrnad Legalitas Vol & Yo, 2 )

Pada

srriasional

1 ¥

i-’-'lfgé-_a-._u. dan perpindahan
% tan gembebasan ilmu pepgetahuan.
[_ﬂn1&£1g!il1-1:ili1dligari |||-_|_gkunga1'l_

IMIpras!

aspek hukum, chonomi, sosial, budayva,
pohtik,  pertahanan dan keamanan.
Dampak negaul plobalisasi vang tidak

selaras dengan Fancasila, menyvebabkan

Pancasila mengalami  deviasi  dalam
aktualisasi nilai-nitai aslinya,  berupa
penambahan, Pengurangan. dan
penvimpangan  dari makna  yang

seharusnya.
Alfred North Whitchead (1864
1947} berpandangan

bahwa scmua

‘realitas dalam alam mengalami proses

perabahan, vaitn kemajuan, kreatif dan
bara, Realitas ito dinamik dan suatu
proses vang terus menerus “menjadi’,
walaupun unsur permanen realitas dan
ientitas dint dalam perubahan dak
boleh diabaikan." Sifat alamiah itu
juga terjadi pada ideologi Pancasila
sehagil suatu realitas,

Beranjak  dari fakta  diatas,
sangatlah penting dilakukan penghajian
lerhadap  desain teori hukum  yang

bersifal “ke-Indonesia-an™ yaitu “Teon
Hukum Pancasila™, Mengingat
multifungsi Pancasila
stertsfrndamentalnorsm (pokok Eaidah
Fundamental Megara),
inorma dasar) sekaligus rechsiides (cila
hukum), desain Teori Hukum Pancasila
terschut tidak dapat lepas dan [ilsafat
maupun politik hukum Pancasila

sehpm

Iﬂf'ffJJsu'lJflJf'fff.

seperti perubahan iklim, polusi aic dan udaia
limaz parhatasan, dan pemancingan berigbibhan
dari lautan juga ada hubungannyga dengan
globahsasi. Proses globalisasi memengaruhi dan
dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ckonom,
sumber daya spsial-budaya, dan loghuenpan
alarmi.

Yolark Gordan H, A History of Fhilosoghy, The
Riberside Press Cambrige, tanpa kata, 1957,



Menurut W, Friedmann, seluruh
pemikiran sistematik teori hukom pada
satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan
rada sisi lain dengan teort politik.
Seringkali tink 1olaknya adalahb safm,
dan ideclogi politik berperan sehagai

pelengkapnva. Kadang  pula  ilmu
pengetahuan  dan  ideologi  politk

berbaur menjadi suatu  sistem vang
bulat. yang  unsur-unsur darr kedua
bidang tersecbut tidak mudah untuk
ditelusuri. Tetapi  semua  teori-teor
harus memuat unsur filsafat (refleks
dari kedudukan manusia di muka bumi)
gagasan tentang bentuk masya-
terbaik.  Schab  semua

tujuan

dari
rakat
pemikiran  mengemn
didasarkan  atas  konsepsi
manusia, bath sebagal individu vang

vang
lukm

tentang

berakal maupun insan politik.'”

Dalam tulisan ini. masing-masing
sila  dalam Pancasila akan  dikaji
berdasar szjarzh dan filsafatinya, 1.ntuk
selanjutmya ditwmuoskan sebagai sebuah
Teori Hukum Pancasila.

4 ehih lanjut  Fricdmann  meanyatakan

perbedaan Teori Hukum sehelom abad 15 dan
sotelahnya. Sebelum abad 1%, teori hukam
merupakan produk sampngan dao filsafat
agama, etika atau politic. Perubshan besar
terjadi  setelabnya, dimanz  filsafar hukum
muncu! sehagai konfrontase zhli hekum, yang
dalam tugasnya berhadapan dangsn masalsh
sasial. Kzrenanya bila tear hukuem pada jaman
dahulu dilandas! teari Rlsafat dan politik umum,
maka teori hukum modern dibahas  dalam
hahasa dan zistern pamikiran para ahli hukum
sandiri. Perbedaannya terletak pada metode
dan  pengkanannya,  yaitu didasarkan  atas
kawakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari
luar bidang hukum  itu zendirn Likat W
Ericdmann, Teord & Filsafor Hokem, Telaah
Kritis atas Teori-Teori Hukum  [Susunan 1],
Rajawali Pers, lakarta, 1950, Hal. 1-2.

o Tarmal e

13, Pembahasan
1. Kerangka Desain Tﬂﬂﬂﬁ
Panecasila Berdasqg, o
Pancasila

persama?” dan Kelayakan:
'Kcadﬂ;m spaial:
Moral 4 budi pekerti yang luhur;

partisipasi dan transparanst dalam

Berdasar pemikiran barat. M )
hukum  suatu negara  adajyp Wt proses DRIDRUIRUNE R
mewujudkan  keadilan  agy, puh]'k" S : :
(Teori  Fris),  mewujudkan Ajaran H1E[1g¢l1rillrll]lil dar|125|lrr1ﬂu {1?
gunaan  atau  kemanfaatay membentik teori hukum'=, Teori
Ultilistis), serta kepastian hukyn Hukum tidak dapat dilepaskan dengan
legal  certainey (Teori i " {lsafat Hul\urn., karena  keduanya
Dalam  perkembangannya 1k B emiliki keterkaitan yang sangal era.
Teori Prioritas Baku yang eikian  pula  dengan _ Filzafat

keman faats casila,  tidak dapat  dilepaskan

bungkan keadilan,
kepastian sebagal tujuan hukum,
disempurnakan oleh Teoni
Kasuistik vang menambahkan
Wrutan  prioriias,  secara propa
sesuai dengan kasus vang dihada
ingin dipecahkan,

Pandangan hidup Pancas
kapkan oleh Sidharta, yang berg
dart kevakinan bahwa alam 5

gengan Teori Hukum Pancasila.
~ gecarz  lilsalati.  kajian
erhadap masing-masing sila. kemudian

diawali
pubunuan  kelima  sda secara wiul,
karena  hakehal  masing-masing
idak terpisabkian. Schagai suatu sistem

sila

Bernard  Arief  Sidharta, fNmu Hukum
_dﬂﬂ!ifﬂ, Upays pengembongan Hma Hokum
Sistemotil yong responsif Terhadap Perubahan

Syarakat, Yogyakarta, Genta  Publishing,

Tulan. Secara kodrati, keselun 13, hal, 9755,
pribadi  manusia  dengan K AR0r adalah: 11) seporangkat proposisl yang
MASINe-masing mewujudkan BERCAkUD konstrik/kensep dan definisi yang

I‘mg berkaitan, [2).manjolaskan  secara
i t ;
Matik hutiingan antar variabe! atau antar

Mok konsep, {3} bertalian dengan deskripsi
OMENa  1arenmy,

kesatuan, “kesatuan dalam perbe

Sebaliknya dalam keher
[ [a).mearmuliki
ey AN yang tingpi dan bersifat universal,
2 InE melenpkani antara teon dan praktik.

51 g
B/ Soeriono Soskamio dan pendapat

tingkat
memiliki kodrat kepribadian yang

schingga terdapat “perbedaan

kesatuan™. Struktur dasar ; r]”'" Black & Dean Champion), kriteriz ideat
muskan  dalam stla-sila P{*__ dari p:::“f: _“J-'-Ulsii dan konsisten, |2).terdin
schingga  Sidharta  merum uskan " ra ":::T:-:: ;]ETI:::ZI,:M eri?:}rin:i::;eri:-il
hukum Pancasiia berintikan: .m‘m"ataaf"'lJEI'r-I*r'.;I:}.ai Fi:ejraehut . -I';ar::;

fcak -
: Iiuﬁl SBMua unsur géjala yang menjadi
* MESUDNYS dan Lorsifat tuntas, (4] Tidek

dupp;
Plikse;
SRS dalam pernyataan-parayataan i,

|, KeTuhanan vang Maha Es8; ]

A0
2, Penghormatan atas o8

manusia; Cara e ;
: teoritis dapat des dalarm penelitian,

::11- Materi Euliah Hukurm dan Konstitusi,
.Hrj; Doktor  flmu  Hukum, Pragram

N2 Fakultas  Hukum  Universitas
: 2014

3. Wawasan Lkebpngsaan
Waswasan nusantara;

filsafat. kelima sila Pancasila. Sila, Sila,
Sila, diformulasi untuk mencapai tujuan
nega

Sebagai satu sistem filsafat™® yang
utufh, dalam  Pancasila
merupakan satu kesatuan yang tidak

kelima  sila

terpisahkan, bahkan saling berhu
bungan, mempengarubi dan meleng-
kapi.  Hubungan  antara  sila-sila

Pancasila adalah logik.”®’ Antara sila
yvang satu dengan  sila yang  lain
berhubungan secara hirarkis

piramidal. X Sila 1 “KeTuhanan yang
Maha Esa” meliputi dan menjiwai Sila
2, 3,4, dan 5. 5ila 2 "Kemanusizan yang
Adil dan Beradab” diliputi dan dijiwai
Sila 1, serta meliputi dan menjiwal sila
Sila 4

cleh

3 "Persatuan Indonesia”,
"Kerakyatan  yang
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permus-
dan Sila &
"Keadilan Sosial bagi seluruh Rakya
Indonesia”. Begitu seterusnya hingga
Sila 5 dijiwai dan diliputi 5ila 1, 2, 3,
dan 4. Berikut ini adalah analisis filsafat
nilai-nilai

dipimpin

yawaratan/Perwakilan”

hukum  terhadap
terkandung dalam setiap sila, sebagal
dasar  mendesain Hukum
Pancasila.

YdrIig

Teori

jE‘ECI.virr.i.u Darmodihardjo,  Aloysius #A. Enlab

{Editor], Sekitor Peoncesile, QUD 45 dorn

Pembonqunon Sistem Hukum Indonesio, Surya

Penz Gemilang, Malang, hal, 20

Mengenal  Filsafat  Poncosilo:

Pendekaton melalui Metafisika, Lagiko doo

Etika, Penerbit PT Hamindita Graha Widya,

Yopyakarta, 1995, hal, 100

' Baskorn,
httpeffharyadibaskoro. wordpross . comfideolog:
pancasiaf (diakses

137,
“Sunoia,

[Haryad lelrodogi: Pancasila

£ Mopemier 2014]




Sila pertuma Pancasila “Revelvanan Yo
Ml 30

Kata dasar dalam
“EeeTuhanan™  menjadi
pandingan terhadap
Tuhan, yaitu kaitan kehidupan kene-
garaan dengan apama. Pandangan ini
akan dikaitkan berdasarkan  Teori
Hubungan Agama dengan Negara.

Berbagal paham yang berkaitan
dengan hubungan antara negara dengan
agama tersebut melahirkan beberapa
paradigma. Di  Indonesia, hubungan
antara negara  dengan  agama  dapat
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hubungan
antagonistik dan hubungan akomodatf,
Indonesia bukanlah negara berdasar
agama, sekuler, maupun komunis, Akan
tetapi konsep hubungan agama  dan
negara merupakan sate kesatuan vang
menyatu {integrated). Terjadi hubungan
akomodatif vaitu negara moerupikan
suatu lembaga politik dan sekaligus
agama. Menurut paradigma
simbiatik, hubungan agama dan negara
adalab  saling  membutuhkan  dan
bersifat timbal balik. Agama membu-
tuhkan negara sebagai instrumen dalam
melestarikan  dan  mengembangkan
agama, Schaliknya,
agama untuk pembinaan meral, etika,

Stla Pertama.

wvaitu awal

analisa negara

lembaga

negara memerlukan

dan spiritualitas.
Dalam Sila
nilal pengejawantahan tujuan manusia

Pertama  terkandung

Indonesia  schagai  makhluk  Tuhan
Yang Maha Esa. Segala hal yang
berkaitan  dengan  pelaksanaan  dan
penvelenggaraan  Negara,  termasuk
maral. hak asasi, politik, hukum dan
peraturan - perundang-undangan  harus
dijiwai  oleh  nilai-nilai KeTuhanan.

o Tare! Bepalitas Vol 8 Mo

Oleh karena it tidak ada te
Paham  Athcisme “&“r:-al _
Kebebasan  akal manusig 'Ja w!

ari
harus diletakkan di bawgl n negar SelRR st
[.L'-rl;l_"'['l'[l.l:I Juega MIRAN  SCDA)

kuler {dimana nepara sama
agamaj.

Srelivious  mation

casild adalah
vakni nepara kebangsaan yang

poama (berdasarkan satu

Tuhanan,  schingga menihil
akal terhadup nilai KeTuhapan
hlaha Esa

Profesor Hazairin juga ¢

ra st
tdak

a vang menyebul sebagai

MEngUris

: n,u| ad
: Eﬂ'[.:.:. demaokrasi. Dalam sejarah,

tanyakan  “dari  manakah

KeTuhansn  Yang ol bagmﬂ ]1._m|mpm wmat  mencoba
KeTuhanan Yang Maha Esai WPEUU HOEldn. eklE Jalail e
sangpup diciptakan oleh otak, k Islam schagai dasar negara dan

v P
sanaan dan iman orang Indonesia

schagai terjemahan Pﬁngcrtian:
Allabue ol wakidi al ahad'2
tauhid adalah  sebuah istila
pengajian agama Islam, yang
percava kepada keesaan Tuhan,
makna Ke'luhanan yang  Mah;
dikatakan Haji Agus Salim (salal
perumus E:uuhukd.l[t UuD 1945d L e g
BPUPKI). " saya ingat bﬂtui iia E_xullm Pancasila ini .dl_lr\_'ull
hahwa i masa itu tidak ada di _Eh S‘l‘_‘ Pertima dan menjiwai ketiga
i , sila berikuinya
Kita seorang pun yang ragu-ragi, :

fdokukan  hagi  umat  Islam,
mperolel  keputusan final tentang
ar dan  konstitusi bahwa

eperi ini schapai negara kesatuan dan

hangsaan dengan Pancasila sebagai

negara,
x I3
Sy A,

b Kedoa Panessila “Renrnosiinn yvang

Adil dey Berwdih™

Fajian semantik din

e ik Ke'l"uhanﬂil -. : xi:lrf,ll:l.x L|Ii'.tlxli!{.{'ll'l terf.md:ip
Maha FEsa ity maksudnya ak . e
dan “adab™ dalam Sila Kedua
kepercavaan agama, dengan
memperoleh mithna yang

keyakinan, bahwa kemerdekaa
dan Tanah Air suatu hak yang dipen
daripada rahmat karunia Tuhan
Maha Esa ....".""

Malifud MD  menyatakan

realitas  politik  di [ndonesia,

Mikehendalj olely para pendirt bangsa.

Diantara  she Jounding  futhers,
Ekﬂm” Juga meletakkan  Pancasila
filiira prinsip kehidupan berbangsa
bﬂr”%dl a. Nilut kemanusiaan vang

adgh

Mengandune bahwa

stk

konstitusional  memang  NEE8 ada
srdasar clat Kaitannva dengan aturan-
buksn  negara  berdasa : luran 1,
laink eanr Pancasila : S0pa up. bud; PLLL[‘II. tata krama,
melainkan  negar: i . okl 1 HRLES
_5*1111”]1 adat istiadar, kebudayvaan,
pen Man iimy pengetaliian.  Semua
124 s ; it s
Hazairin, Piagom  Ja : f dl1lj||]L ” i ‘
: ; p
Indonesia, lakarta, Tintamas, 1870, 1 untuk menjaoa apar

dalam Endang Saifuddin Anshari, iid: H
P ihat buku Seratus Tohun Hajfi AZ
lakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
444,

h,
Mahiug  pan, Membangun  Politik
Menegakkan Konstitusi, PT
do Persada, jakarta, 2011, hal, 281.

marusia tetap beradab., letap
menghargai harkat dan derajat dirinva
sehagai manusia.'™

"Remanusiaan vang  adil  dan
heradab” tidak boleh dimaknmi dalam
perspektif’ "humanisme sekuler”, vang

menvimpang dart makna “beradab™ hu

sendiri. Paham  humanisme  Barat
ditanda oleh Remuissance yang men-
qunjung  tingel harkal  dan martahat
manusia  sebagai  pribadi  berciri

tersendiri, jatidiri dan kebebasan dalam
berfikir, berpendapat, serta menentukan
pilihan hidupnya. Gerakan humanisme
im melahirkan gagasan individualisme,
likeralisme dan pluralism, dan terus
berkembang dengan pesatnya ditandai
Mg Charta pada

i 11
[nggris. Magna

tabim
i

lahirnya
1215 di

1'.’-\_ tasyur Effendi, Perkembongaon  Dimenss
Hok  Asasi Mapusio dan Proses Dinomika
Peayusunan Hukum Hok Asasi Manusia, Ghalia
Ingoanasia, him3
'”v‘:lgna Charta anizra lain
bahwa raja yang tadinya memiliki kakuasaan
absolut {raja yang menciptakan hukem, tetagiia
tidak tenkat pada hukem} menjadi
dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dirnintal
pertanggungjawaban  di muka umum,  Darl
writlzb fabor doktrin raja tidak kebal huxum lagi
dan rulai bertangpungjawab kepada
huzumSejak fu mulai dipraktexkan kalaw rajas
melanpgar harus  diadill dan haros
mempertanggungiawabkan  kabijakasanaannya
kepada parlemen. ladh, sudah mulal dinyatakan
dalam hukum bahwa raja terikat kepada hukum
kepada  rakyat,
walaupun kekuasaan membuat Undang-undang
pada masa itu lebih banyak berada di tangan
rajd. Bengan demikian, kekuasaan raja mula
dibatasi sebapai emhbrio lahirnya
konstitusional yang berintikan kekuasaan raja
sebogai simhol belaka. Proseding Sarasehan
Masional 2011, Implementasi  Nilei-nilaf
Pancosila Dalam Menegakkon
Kenstitusianalitos Indonesia, Kerjasama

TTHEFIL diIdHH}.erl

sariri

ok g

dan bertangzungjawak

rrsenarkli




kemudian ditkut aleh 887 of Righes di

. o L34
Ingeris  pada  whun 1689 “yang
menimbulkan  adagium  wvang  bahwa

manusia sama di muka hukum {equaline
before the faw)." Konsep HAM terus
berkembang  dengan  The
Declaration of Independence vang lahir
dari paham efean
.-‘rfarrresquezr,”“ meliputi freedon of

Arrerican

Rovssedan

Mahkarnah Keonstitust Rl dengan  UGHM,
[Yogyakarta,2-3 Me1 2011), him 21

#¥eaT %ansil dan Christing 5T, Kansil, Hukum
Tote MNegara Republik Indonesio (1), lakara
Rinexa Cipta, 1977, him 20
mﬁ.u'ag'rum ini memperkuat
timbulnya nepara hukurm
demokrasi.kemudian barkembang lagi dengan
lahirnya teori Rogsseow  {lentang  contract
social/perjanjian rmiasyarakat), Matesquiey
dengan Trias Politikanya yang mengajarkan
pemisahan kekugsaan puna mencegah tirani,
John Locke di Inggrispendapatnya tentang hak-
hak alamiah manusia  yang  tidak  dapat
diserahkan kepada masyarakat dengan melalui
alau jalan suatu perjanjian. Sebal ajaran atau
pendapat ity mermbuka Semungkingn besar
timbulnya ajaran tentang a;aran-ajaran manuasia
dan Thomas Jefferson i Amerika dengan hak-
hak dasar kebebazan dan persamaan yang
dicanangkannya. 5t Harum pudjiarte, RS, Hok
Asasi  Manusio  kajian Filosofis dan
Implementosinya, Lniversitas Atmajaya,
Yogyakarta, 1993, him 23

Frdulailzh dipertegas bahwa manusia adalah
merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga
tidaklah logis bila sesudab lahin, 2 harus
dibelenggue.Selanjutnya pada 1742
lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak
yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Aule
of Law. Antara lain dinyatakah tidak boleh ada
penanpkapan dan penzhanan yang semena-
mena, termasuk ditanpkap tanpa alasan yang
sah dan ditahan tanga sural perintah yang
dikeluarkan olzh pejabat yang sah. Dinyatakan
pula presumprion of innpcence, artinya ura1_'||3-
orang yang ditangkap kemuodian ditzhan dan
dituduh, berhak dinyatakan tidsk barsalah
sampai  ada  keputusan  pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan is

darongan
dan

tahun

CXPECFIIN {hebas men
pendapat), freedom of r_e,{jg
menganut  keyakinan/aga
dikchendaki), the right of o
(perlindungan terhadap hak
hak-hak dasar lainnya.'¥

FKonsep  universal
telah dinyatakan pada Alineg

tkap moral dan tingkaly laku

;Jd"ir'j” A v
: nge didasarkan pada ot

B i purani anusi dalam hubungan
i porma-norma dan kebudayanm
baik  terhadap  diri
manusia

d_Eng;gﬂ
b da umumnyd
T SEHEIMA
gendirl. : ”
. Egﬂ'lﬁdﬂl:' linghungannyva.  Perwujudan

ML pn

ilai Lemanusizan vang beradab adalah

3 5 B s g1

‘I.embukadn UUDNRI Tahup - epolakan rasialisme, namun  peng-
rﬁahwn sesungguhnya kemerde tuan manusia schagai makhluk yang
talah hak scgala bangsa dan ole budava.  bermoral  dan  beragama

itu, maka penjajahan di atas dup
dihapuskan. karena tidak sesuaj
peri-kemunusiaan  dan  peri-k
Dalam konteks kehidupan be
kemerdekaan  dimanifestasikan
hak-hak konstitusional dalam Ul
Tahun 1945, Implementasi hak te
harus dipertanggung-jawabkan
Tuhan maupun kepada ma
sekitarnya,' ™ '
Kemanusipan'™

;;&ng harus  dijabarkan  dalam  segala
jspek kehidupan,

Sila Ketiza  Pancasila “Persatuan
Tndonesia™

Makna vang harus dikaji dalam
Sila ketiza ini adalah “Persatuan™ "
Ndan “Indonesia”. “Persatuan Indonesia”
dalam kemerdekaan
Smerupzhan fakior vang penting dan
ssangat menentukan keberhasilan perju-

perjEngan

yang adil

beradab  mengandung  nilai angan rukyval Indonesia. karena persi-

N merupikan suatuy svaral  wang

Mtlak untuk terwujud suatu negara dan

bersalah.Anton  Baker, dofam ST.
Pudjiarto, 8%, ibid him. 2 I
Y perly juga diketahui The Four Free ]
Aresaden Roosevelt yang  dicanang Ik subjerif ApEag sewenang wen

tanggal § lanuari 1341, Semua haks _ Blaiter. 50000 p EEI_;HI dfri- ek_a1:g, s?:lrtia
setelah  Perang  Dunia 1l fsesudah Rk 3t tsdgyq '..-Hr-'..'- [E|di-l '"r_-r:h {I-aba?
memusnahkan berjutajuts manusia) 818 elam kehidupan rn:l|1-.1'>i3LJa:i| Ib:r -;; aI:n:l.d('_
dasar pemikiran untuk melahirkan | Eebizyaan, - L AL, t:f;t‘d L;'drtl
HAam yang bersifat universal, yang Kﬂ ' erabad-abad,
dikenal depgan The Universal Decla
Humazn Rights yang diciptakan oleh

lama

*adaran sikap dan perbiuatan manusia
dengan norma-norma dan

! i % -
tahun 1548, Allen T smamnya; baik  Lerhadap dii
2 hig it S STEEME manysia

I il dnusia maupen  terhad
] _ e sk, ; ' aavis
“*emanusiaan berasal dari kata man %90 San Pencipta

poten
el

ili TR
mahluk herbudi yang memiliki B3 s

rasa, karsa dan cipta karend
mendudukif/memiliki  martabat :
Renpan akal budinya, manusia be b 3
dengan budi nuraninya, manusia e
nilai-nilai dan norma-norma. Adil METS

Pembukaan UJDNRI Tahun 1945
babwa  “Ban perjuangan

ke kemerdekaan  Indonesia  telah
“Pedd sast yang berbahagia dongan
Bsiy L”|—Ilﬂ P SpAan fuya
HERAn pinte gerbang kemerdekaan

arti bahwa suats keputusan dan i "Ndonesia yanp merdeka,  bersatu
didasarkan atas norma-norma ¥a AL i), dan makmue.” . I
Jurnald Lesalitas Vol 8 No. 2 e T e e e

bangsa  dalam ¢ encapal tujuan
bersama.""! Sctelah proklamasi kemer-
dekaan, “Persatuan  Indonesia™ ifipa-
hami sehagai hasil perjuangan dalam
wujud persatuan wilayah, bangsa dan
susunan negara, vange bersifit dinamis
dan harus  senantiasa  diperlihara,
dipupuk serta dikembangkan.'™

Sifat dan keadaan negara Indonesia
ying sesual dengan hakikat satu berarti
mutlak  tidak  dapat dibagi, bangss
Indonesia  menempati  suatu  wilayah
negara terlentu vang  mandiri, berdiri
sendiri terpisah dari negara lain. Negara
Indonesia merupakan suatu diri pribadi
vang memiliki ciri khas, sifil dan
karakter sendiri yang berarti memiliki
sualu Kesatuan dan tidak terbagi-bagi '™

Berbeda dengan rintisan  kemer-
dekaan bangsa lain dalam pangeung
palitik internasional, Indonesia melalu]
proses scjarahnya sendiri." Persatuan
Indonesia menginginkan suatu banpgsa
vang  benar-benar i
bebas

mandis,
sendird

145

merdeka,
menentukan  nasibnya
tidak tergantung pada bangsa lain.
Menurut M. Yamin,  “Persatuan
Indonesia™ itu berlangsung melaly 3
{tizm) Pertam,

fase, Jaman

""jKaeIan, Filsafat Pancasile, Edisi Partama,
Faradigma, 2002, hal. 179

“thid, h. 180

:T?].bl'l:'l

"Alinea Retiga Pembukaan GUDNRI Tahun
1345 yang berbunyi "Atas berkat rakhmat Allah
Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhiur, supaya borkehidupan
kebangsaan vang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan  ini kemerdekaannya”
menunjukkan korelasi Sila Partama dan Ketiga
bahwa  keberhasilan periuangan  Indonesis

mefalul persatuan adalab mustahil tanga kuasa
Tuhan YME.

* ibid




Kebangsaan Sriwijava. Aedwa, laman

Kebangsaan  Majapahit. Dan  fetiga,
Jaman Kebangsaan Indonesia Merdeka
i Proklamas 17 Agustus 1945).
Kebangsaan [ndonesia  pertama  dan
kedua ity merupskan  nasionalisme
lama'*", sedangkan fase ketiga adalah

nasional Indonesia Modern, yaitu suitu
Nationale Staat (Etat Nationale), vaitu
suatu  negara  kebangsaan  Indonesia
Modern menurut susunan kekeluargaan,
berdasar atas ketuhanan Yang Maha
Esa serta kemanusiazn''’.

Dialam Sila Ketiga tidak ada tempat
perteatangan agama, golongan agama.
antar dan inter pemeluk agama serta
antar pemeluk agama. Bahkan sebelum
penjajahan  Belanda, telah
adanya pluralisme hukum. Tantangan
disintegrasi bangsa. keinginan memi-
sahkan diri dari NKRI, kenflik suku

dikenal

dan agama menunjukkan lemahnya
penghavatan terhadap pitham
kebangsaan,  namun  harus  disikapi
dengan  kebijakan  vang  jauh  dari
kekerasan.

Sila Keempat Pancasila “Kerdyatan v
Dipimpine olel Hikm Kebifiuksanaan dedam
Permeesyevaratin Pervahdan”

Secara leoritis, paham kerakyvatan
pada Sila Keempal Pancasila berangkat
dari Teori Kedaulatan Rakyat. Di dalam
UUDNRI Tahun 1943, kata
“Lkedaulatan™ digunikan
Pembukaan (Nilai Dasar) dan Pasal-

dalam

My aity paham (ajaran) untus mencintai bangsa
dan negara sendir [lihat
http:/fkbbiwebiid/sistematika)
mK;lelan., ook, . 181

108

pasil (Instrumen ). Pada bagia
bukaan, Aldinea Kedua din}.ga
vang merdeka, bersatu, berdgy

Di dalam  kehidupan  tradisional
gsas altruisme
: mengesampingkan

I5]
bert entian (LR dan

L asas

dan makmur.” Sclnnjumﬁ ! o sl . )
b b il cag (FOOSMe & ] ks
keempat  menvebutkan = jsme- Asas caolsme THLIWEJI‘J:'—_F\JHh 1
Negara  Republik — Indop prang bertahan {the survival of the
25 Pt T

iest) sedangkan asas altruisme yang

berkedaulatan rakyat depes,
Ed “d-1f1ll|'~'5¢““ dan membaktikan  din

14 [

i

sarkan kepada..” Setelah A
Ketiga tahun 2001, Pasal |
menegashan  “Kedaulatan p
tangan  rakvat  dan i
menurut Undang-Undang Dasa

Musyawarah mufakat m
mekanisme  utama  proses  pem
keputusan  politik  dalam
mengembangkan de
Perdebatan  fownding farher_s_:.
mempertimbangkan mekanisme p
dalam ULI> 1945, akhimya &
pada kescpakatan tentang sistem
herdasarkan  keda
permusyay
pE:]'W{{ki]I][Li:[I Dritinjau dari
sosiologis, antropologis, dan
musvawarah  mufakat  telah
ounakan secara luas oleh mas;
pedesaan, justru sebelum mekat
untuk  pemb!

=
3

itk kcpunﬁngam yang lain justru
ejamin sescorang bertshan  dalam
Lolektivitas kehidupan. karena mamypa
. ngemh;mgkan hubungan  tolong
enolong dan kerjasama yang serasi.
'ckﬁnismu musvawarah  mufakar
grupakan konsepsi demokrasi vang
" menoakar dari lokal ke nasional.

' },cc;,m teknis, terdapat 3 (taga) hal
e harus dituntaskan, Pertama,
memastikan  keterwakilan  fungsional
“diantara pembuat
masyarakat wvange luss dan majemuk.
‘Mekanisime menjadi pasti dan bukan
thanya berdusar itikad baik PEn RIS
R,

keputusan i

persatuan

rikvat dan

menshindar
monopolistik
REpUusan,
__IUrafisme

kecenderungan

elit
sehaliknva S TRTRHT
! dalam  struktar
Pembuatag keputusan politik. Keniea,
! _Elmlmbulzk;ln kemampuan dan
SWAlban pembuat keputusan politik
ntuk, menvedinkan alternatif
ecahan masalah '3

dlari permbuat

sostal

ini dimanfaatkan
keputusan politik di tingkat -
Nilai kcbersamaan dan kﬂpﬂﬂl
keseluruhian masyarakat
kepentingan  pribadi  telah
tinggi aleh kehidupan tradisional

diju
5 Kelinn Pancasila “Kewdilan Sosial s
b Ralaat Indonesia™

e . _ |
" luna.-m:-u keadilan Sosial bagi
e : ! e
T 1 Rakyat  Indonesia,  dapat
B dar] an s

Vdari arti keadilan, Pokok kata

e
il =

“[unu Tricahyo, Reformasi Pem
Pamisaha Pemilu Nasional dan Lokal, !
Publishing, Malang, 2009, hataman 3 .
¥ Lup 1945, Visimedia, lakartd
halaman 40 (cetak tebal oleh Fem"“s]
“Iarki Sanit, Pembugton kfpum.suﬂ
tndonesia: M

Ly T
iTaningrat, fickeropa FPokok

Budaya  Politik Pﬂh::gj 7 ;
Mufakat, furnal Wumul Qur'an, viol. 1:! i osigl, PT Dian Rakyat, lakaria,
MNovember, 1989, hal. 4-11. = !

i L et a L1 L'::"E.CI[
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“adil”, vang berarti memperlakukan dan
menmberikan sebagdi rasa waph sesuaty
hal yang telah menjadi hakova, baik
terhadap diri sendiri, sesmma manusia
miaupun  terhadap  Tuban.
negara vang berkeTuhanan Yang Maha

Sehagai

Esu, nilai keadilan juga tidak lepas dari
. 143

ajaran agama Islam.

Keadilan dapat dizrtikan sebaga

suwatu tndakan yang tidak berdasarkan

kesewenang-wenangan, melainkan
didasarkan norma-norma  (agama
maupun  hukum)  dan  ditunjukkan

Yipcara harfizh, kata ‘adl adalah kata benda
vang abstrak, vang berasal dari kata “odala”,
vang  mangandung setidaknya 5 arti
1.Mleluruskan atau mendedukkan secara lurus,
menpgamandamen atau mengubah; 2 .Melarikan
diri, berangkat atau mengelax dari satu jalan
yang sesat, menujuosatue jatan yang lurus dan
benar, 3.5ama ataw setare (persamaan dan
kasataraan, 4 hMembueat kaseimbangan,
sabanding atau berada dalam suatu keadaan
seimbang; dan Mungkin juga 5 barmakna
contal atau misal, suatu ungkapan harfiah vang
secara tidak  langsung  berhubungan dengan
weadilan, ahmad All, Menguaok Teari Hukom
fleqol Teori) don Teari Eeradilan
(fudicialPrudence), lakarta: Prenada Media,
2003, 1243, Menurut Ahmad Al keadilan jugs
dagat dilihat dari beberapa aspek: Keadilan
lslam  dapat  dibadakan jEniss
1.Kzadilan dalam proses penegakan hukum,
dimana setiap aparat hukum yang terlhibat,
brerfaky adil dengan memberikan kepada setiap
orang  apa yang  menjadi haknya,  dan
mensrapkan asas eqguoity before the low. Tidak
boien tebang mlib dan diskriminasi, 2.#£eadilan
dakarn mermbuat pernyataan-pernyataan, yang
tidak boleh menyudistkan atau aprion térhadap
satu guhak. szja. Keadilam @i jupa mancakupi,
pahwa perkataan-perkataan kita tidak boleh
bertendens hilnzh, pencemaran nama baik dan
character pssossination terhadap oeang  lain
yang  dibenci, 3 Keadilan  Tuhan,  yang
rumusannya dibuat dan ditentukan oleh Tuban,
Kebenaran jenis ini adalah muthiak, tidak ada
revisidan amandemern.

menpade 3

e e - .



melalui sikap dan perbuatan vang tidak

sebelab dan membert sesuwatu
kepada  orang  lain
haknya.  Keadilan
kebenaran desl secara moral mengenal
sesuatu hal, baik menyangkut bepda
atau orang. Menurut sebagian besar

tinghat

berat
vang  menjdi

adalah  kondisi

teori,  keadilan  memiliki
kepentingan yang besar. John Rawl
(filsuf politik terkemuka Abad ke-20 di
Amerika Serikat) menvatakan  balwa
“Keadilan adalsh  kelebihan  (virtue)
pertama dari institusi  sosial,
sebagaimana halnya kebenaran pada
sistem  pemikiran”, Keadilan  juga
menjadi kajian teori dari Aristoteles'™,
Plate'™ dan Thomas Hobbes'™.

**Dalam tearinys, Aristoteles mengemukakan
lirma jenis perbuatan yang dapat digolongkan
adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan
Aristoteles adatah sebagai berikut: aKeadilan
kaomutatif. HKeaodan secara komutatuf adalah
perlakuan terhadap sesecrang dengan tidak
rmelihat jasa-asa yang dilakukannya, B Keadilan
distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan
terhadap seseorzng sesual dengan Jasa-jasa
yang telzh dilakukannya. CKeadilan sodrat
alam, #eadilan kodrat zlam adalah memberi
sesualu sesuai dengan yang diberikan orang lain
kepada kita. D.¥eadilan konvensional, Keadilan
secara konwvensional adalab ksadilan apabila
seorang warga negara 1elah menaati segala
peraturan  perundang-undangan  yang telah
diwajibkan. F.Xeadilan menurut teori parbaikan.
Perbuatan adil menurut 1eor perbaikan apabila
saseprang telah berusaha memulihkan nama
paik erang lain yanp t=lah 1ercemar,

palam teorinya, plato mengemukakan dua
jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah:
a.Keadilan  moral.  Suatu . perbuatan  dapat
dikatakan =2dil secara moral apabilz telah
rnamgl memberikan perfakuan yang seimbang
antara hak dan  kewajibannya.  B.Xeadilan
prosedural. Suatu perhuatan dikatakan adil
cecara prosedural  apabila sesearang  telah
mampgu melaksanakan perbuatan adil
berdasarkan tata cara yang telah diharapkan

Eocadilan sosial dapag
nilai-nilai luhor nenek ma
Indonesia yang mengedel;a .

pemerataan kesempatan memper-

oleh keadilan,

r_uk_t”l- kekeluargaan . EORI HUKUM PANCASILA
royong. Keﬂdli.ﬂll merupg B gerdasarkan kajian flsafati diatas,
hasil -~ pengambilan  kepyyy, - nait nilai-nilai setiap sila dalam

mengandung kebenaran, ¢
hak. dapat dipertanggung_jawa
memperlakukan  setiap g
egualioy: before the law, P W
keadilan dapat  dilak-sanakg
ruang lingkup kehidupan mg

casita pada hehidupan bernegara
alah sebagal berikut:"?’

1) Sila }{eiuh_:mnn Yang Maha Esa:
- melengkap
menciptakan  perimbangan  antara

. pengetahuan

yang rastonal dan rasional, aniara

Enernegaa.'a dan kehidupan m rasa dan akal. Sila ini menem-
internasional. _ patkan manusia  dalam  alam

Delapan  lalur ir}emf:' sebagai  baginnnya dan  bukan
merupakian asas keadilan so pusatnyi,

dari
|, Pemerataan pemenuhan ke
pokok rakyat banyvak, khus
panean, sandang  dan
{ perumabian).

Sila memanusiaan yang adil dan
beradab: membert arah. mengen-
dalikan, dan mengem-balikan ilmu
pengetaliuan pada fungsinya
semula, vaitn untuk kemanusiaan,

2. Pemerataan kesempatan tidak  hanya  untuk  kelompok.
perolel pendidikan dan pel lapisan tertentu, .
keselamatan. Sila Persatuan Indonesia:

2 ] ey A ]g[]_ = ; . .
3. Pemerataan  pembag menskomplementasilan Hnver-

patan. salisme dalam sila-sila vang lain,
4. Pemeralaan kesempatan ke sehinpga supra sisie:u ) Iid'ﬂ"
5. Pemerataan kesempatan beris Mengabaikan  sistem  dan '\;1-1“1‘
6. Pemerataan  kesempatan sistem.  Solidaritas dalam  suh-
tisipasi dalam pembal SIStem sanpay penting  untuk

khurusnyva bagi generasi MU
jaum warnita.

7. Pemerataan penyebaran PEfESSes
1and ] ’

ke : Lo

]“'jkfﬁl'!tgart keseluruhan  indivi-
duﬂlttslﬁ, [t
Mteorys;.

Sila korat. Gt
wrakvatan vang dipimpin oleh

hik i
Kmaly kebijaksanaan

pi tidak  mengganpeu

unan di wilayah
daliam

¥tuaty perbuatan dikstakan adil ap2 et Widisusenp, Pancasila sebagei dasor
didasarkan  pada  parjanjian yeit - dembangan I:-’n'ru E-tviateri andidikan
disepakate  Mengenai  teorl keadii E!ra' '-"-.‘I"1I_~p=.ai.1ran’ Nu::rn “Kc i I
Notonegore menambahkan keadilaf BN ok isun Divektarst deideest
atau keadilan hukum, yaitu suatd N Tings: Direktorat pembalifaran ;|;1
dikatakan adil jika sesual ketentuan h “Siswaan -.-Iengan l_mwnrs.itasJ Gadjah
berlaky. ?Dﬁ*a*ann. 2012. :
Bt 51 S T e et

permusyawaratan/perwakilin,

clodinamika il
pengetahuan dan  teknologi ber-
evolust sendiri
[Eksperimentasi

mengimbangi

lefugsa.
dan

pengetaliuan
dapat  dimus-
perwakilan,
penelitian

dengan

penerapan

ilmu

demokratis
vawarahkan  secara
sejak  dari kebijakan,
sampai penerapan massal,

51 Sila keadilan sosial bagi seluruh

penyebaran
harus

rakyvat  Indonesia.  menskankan
ketiga keadilan Aristoteles: kea-
dilan disteibutif, keadilan

kontributif, dun keadilan komutatif,
Readilan - sosial  juga  menjaga
keseimbangan antara kepentingan
mdividu dan masvarakat. karena
kepentingan individu tidak boleh
terinjak oleh kepentingan  semu.
Individualitas merupakan landasan
vang  memungkinkan
kreativitas dan inovasi,

timbulnyva

Dasar epistemologis dan ontologns
Pancasila saling berkaitan ert karena
pengetahuan Pancasila berpijak  pada
hakikal manusia sebagai pendukung
pokok Pancasila. Epistemologi sosial
upaya
bangsa Indonesia untuk merdeka, ber-

Pancasila dicirikan  sebagai
satu, berdaulat dan berkeTuhanan Yang
Maha Esa, berkemanusiaan yang adil
dan beradab, berpersatuan  Indonesia,
berkerakyatan  yang  dipimpin cleh
hikmar kebijaksanaan dalam  permus-

vawaratan/perwakilan,  serta ingin
mewujudkan  keadilan  sosial  baei
seluruh rakvat Indonesia. -

Diri aspek  aksiologi. Pancasila
tidak  bisz dilepaskan  dari  manusia
Indonesia  sebagai  latar  belakang.




karena Pancasila bukan nilai vang ada

dengan sendivinya Jgiven valie)
melainkan nilai yang  diciptakan
forealed virlue} oleh ERUITETE
Indonesia.'™ Kekhasan Pancasila seba-
gai nilai mtrinsik yang  mengakoi
keTuhanan. kemanusiaan. persatuan,

kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai
satu  kesatuan,  yang sifalnya vieng
universal di seluruh dunia.”™ Cerminan
realitas idealitas
meletakkan das Sallen dan das sein
bagi bangsa Indonesia. karena nilai-
nilai  Pancasila  yang
tingkatan dan bobot yang berbeda.
Setelah  dikap berdasar  unsur-
unsurnya.  maka  Pancasila dapat
dikategorikan  scbagai  suatu  teori,
karena:
1. Memenuhi

dan Pancasila

IllL"II]]’]lI[t_'_'r"H[
140

dari
seperanghal proposisi vang  men-
cakup  konstruk, konsep  dan
definisi saling  berkaitan.
Adanya koneksitas
masing-masing sila sebagai sistem

unsur  terdird

vang
diantiari

sing saling berhubungan, mem-
pengaru i serla melengkapi,
Schagai sistem filsafar vang utuh,
dalam
berhubungan secara
].H'ramida].'r" Sila I meliputi dan
menjiwai Sila 2,3,4 dan 5. Sila 2

Pancasila
hirarkis

kelima  sila

diliputi dan dijiwai eleh Sila [ serta
meliputi dan menjiwai Sila 3.4, dan
5. Begitu seterusnya, hingga Sila 5
diliputi dan dijiwai oleh Sila §.2,3,
dan 4,

R i,

159,

Ihid.
hid,

16l

Haryadi Baskoro, loc.cit.

I

Dapat menjelaskan dikﬂi[k“” dengan  teori Huans
matik hubungan antar vag elsen s -

antar }«;Dnstruk&gﬂsep.; ol ini selaras dengan kriteria ideal
{aktual, negara Indonesiy s gari James AL Black dan Dean
keberadaan  Tuhan [Eilﬁ n‘JPi”” yaitu: . =
konsep ini mempengary, Logis dan l«'mmsten.‘ T\i[lliil—[uhil
jiban negara untuk 3 Fﬂﬂc:l}.ilﬂ vang dapat diterima akal,

keadilan bagi setiap many
2), meskipun terdapat kebh
ctnis, agama, suku, dil, (s
Dertalian dengan d
[enamena  tertentu, dalam
adalah fenomena ke”Indg
tampak adanya kebebasg

dan idak ada pertentangan antar
sila setu dengan lainnya.

& Terdiri dari pemyulaa:!v|‘.|cr|1j.'ataan.
yang herinter-relasi secara serasi
tentans tertentu. Contah
dalam memaknal  keadilan, telah

diatur dalam setiap agama (sila 1),

vejala

agama,  kebebasan  beg diakui dalam berbagai piagam
Lkebebasan  dalam me internasional  (sila 2),  tidak

memandang  perbedaan (sila 3).
menempatkan rakyat sebagai titik
sentril kedaulatan (sila 4),

pendapatan,  persamaan d|
hukum dan  sebagainya,
batas-hatas yang “beradab”.

nilai Pancasila sebagai sumber 3. Pernvataan-pernyataan tersebut
realisasi  normative dan | harus  mencakup  semuia uRsur
dulam  kehidupan  bemegars gejala vang  menjadi ruang
kebangsaan, merupakan das lingkupnya dan  bersifat  tuntas.
schingga seluruh derivasi 1 Faktanva, Pancasila tidak  dapat
tive dan praktis berbasis pads disangka! dan  dibuktikan  scha-

nilai Pancasila. Pancasila sel liknya, karena nilai-nilainya vang
merupakan cita hukum (Rech
vang  menguasal  hukum :
(tertulis maupun tidak tertulish
Memiliki tingkat l»:ﬂumumslfﬁ1L
tinggi dan  bersifat unive
buktinva adalah nilai yang:
kita tarik scbagai kata KunGt
sila. -

hidup dalam masvarakat,

B Teori lenjang norma [Stufentheorie) dari
M Kelson tersebut dilanjutkan oleh Hans
lasky dengan teori jenjang norma hukium
Thearie  vom  Stufentordaung  dor
Berdasarkan 2 (dua)
g2 bur, maka segals perumusan perundang-
&;-ﬂ:{ﬂjﬂ gl indonesia harus memenuhi hierarki
: h!'n dalam sistem norma hukem Hegara
L p;k Indonesia sehagai berikut:

NCasila sebapal norma hukum tertingpi

taari

FusinE-masing
masing kata kunci dari kelil
dapat diterima secara Uni¥e

vaitu:  keTuhanan, kema e -*_ ;‘-;E:lra {Stagtsfundamentalnorm),
persatuan, demoksasi, dan K& rsjanﬁ susil: UGUWAL: Tk 0
sosial U E”“':-‘-’ur.'dr,ns-ss:gj.
=" 3 ’ Bp-Undang {formell G

. B-Undang Fesetz), dan
ali Wl 3 4 et o g (formell e i
Saling melengkapi antar: it fRluran  pelaksana  dan  Peraturan

praklik.  Dapat dibuktikart Yoo m (Verordmung &  Autornome

: Snrzu,,w

Jrrnal Lesalitas Vol 8 No. 2 ktabd “ Legatings Vol § No. 2 Oktober2013

4. Tidak ada  duplikast  dalam
pernvataan-pernyataan it Masing-
masing sila memiliki - Konsep
sendiri tidak saling  herduplikas,

masing-masing  terpisah namun
berkaitan, Misalkan nilai keadilan
pada Sila 2 dan 5 yang memiliki
kemiripan, scrupa tapi tak sama,
sehingpa bukan duplikas, mela-
inkan  penegasan
perpektifl vang berbeda. Keadilan
pada Sila 2 fokus pada bidang
hukum, sedangkan
hidang sosial,

5. Sccara teoritis dapat diuji dalam
penelitian, Tampak bahwa Panca-
sila tetap bertahan sebagai ideologi
bangsa seiring dengan berjalannys
waktu dan perubahan masyvarakat.
Pada hakikatnya, Pancasila juga

berkedudukan  schazai

grondsiag dan sumber tertib Giukum

Indonesia. Dalam hlsalar hukum suatu

sumber hukum melipeti dus macam

pengertian, yaitu  (Lhsumber  formal
hukum vaitu sumber hukum ditinjau
dari bentuk dan tata cara penyusunan
terhadup

keadilin dart

sila 5 pada

philusofische

hukum  wang  mengikat
komunitasnya, dan (2)sumber material
hukum,  yvaitu hukem  vang
menentukan materi atau 151 sualu norma
hokum, berupa nilai-nilai misalnyva nilai
nilar ke Tuhanan,  nilai

misla larins Falia
pia Dorupa asia

sumber

kemanusiaan,
keadilan, dan dapa
vaitu realitas perkembangan
rakat, dinamika aspirasi masvarakat,
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta budava

Nilai-nilai religius. hukum moral,
kodrat
suatu

maskya-

Pancasila,

hukom

dhetlam
sumber

hukom

dan
meropakan
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material bagi hukum positif Indonesia
Pancasila menentukan isi dan bentuk
peraturan perundang-undangan di Indo-
nesid vang tersusun sceara hierarkhis
Pancasila menjamin sinkronisasi dan
harmonisasi dan menihilkan kantradiksi
diantara berbagai peraturan perundang-

undangan  seeara vertikal  maupun
horisontal. Konseuensinya, jika terjadi
st inkenstitusionalitas

tunconstitusionality) dan ketidaklegalan
({legality), maka norma hukum yang
lebih rendah itu batal demi hukam ™
Setiap  produk
berkeTuhanan, berkemanusiaan, berke-

hukum  harus
satpan, bermusvawarah perwakilandan
berkeadilan. Norma agama tidak boleh
hilang dalam setiap produk  hukum

indonesia,  namun tidak  membuat
Indonesia menjadi negara agama

Untuk itu, vang hisa  diterima dan
diadopsi bukan dominasi norma agama
tertentu, tetapi norma agama universal
wvang lebih bersifat muamalah bukan
ibadah, Karena tataran
relatil

dilam

muamalah,  norma agama

mempunyar nilai yvang sama, misalnva

antikorupst,  antipolusi  dan  antidis-
kriminasi.  Dalam  tataran  jhadah,
mEAspg-masing  agama  mempunyai

detar] berbeda,

al ini sesuai dengan teor dari Hans
Mawiasky mengenai sususnan norma hukwem.
Sesunan tersebut adakah: 1horma fundamental
Hegara [stoatsfundamentalnorm),vaitu
Fancasila; 2hAturan dasar MNogara
(stootsgrudyesedr) vaitu Undang Undang Dasar
194%; 3pUndang Undang Formal | Formcf
Gezelz]l yaitu LU dan Perpu;  4).Peraturan
pelaksana ataw peraturan otonam [ werordowng

enotonome  sofrung)  yaite ;o mulai dadi
peraturan FTI'EI'I'IEN!'IE\}h S@AMpal peraturan kepala
bupati/walikota.

vang berkeadilan sosial
va rekayasa hukum yang
Dema-

Huku!!
gist up
hadifkdfi 3 ;
L cukup hanya fasih scbaga

b bermegarit tetapi harus mampu
ﬂmdirkatn kesejahteraan.  Hukum
;_End{,”ggi:mn tidak boleh menjadi

Hukum berkcrnanugian
tidak boleh ada :
Leb aturay hy kesejahteraan,

menalikan keinsanap AR !
produk  hukum  harys mua
hormatan terhadap k'-?“"ﬂjihan

asasi. Tidak boleh ady hukm

; tida

diskriminatif dan me ! ;
an melanggay | kertas, tetapt  harus  dapat
Hukum berkesatuan gy u - :
; : ; A shirkan kemdilan sosial yang
yang menjaga pluralitas dap rakyat  Indonesia

aycjehicratn i
nzan demikian  proses  revitalisas
Ccnilai Pancasila dalam berbagai
bidang proses legislasi hukum menjadi

Indonesia  dalam  kebhinpel
berkeTuhanan berarti hukypm
tidak boleh didominasi huky
tertentu. maka dalam  huaky,

7 . entine.
satuan  hukum  nasional tig e r .

Nilai dasar welfare siate pada sila

didominasi  hukum  da '
: era ; ;
T i kelima Pancasila menempatkan kea-
terkontaminasi hukum ;
. : flin  sebagal corevalues  untuk
{mlernasional) terteniu, N o i
revitalisas nilai-nilai  Pancasila

nasional tidak baoleh menafikay
tensi hukum lokal, bahkan
menjaga  hukum  adat  dan
hukum  lokal  yang  lebih
sermngat keindonesiaan, diband

am hidang chonomi, sosial budava
hankarm. Rcadilan adalah prasarat
sejahteraan scluruh rakyat Indonesia.
kalan  core velies Megara hukum
material ditingoalkan, maka csensi rufe
law ditempatkan di bawah pembuat
kum. Penafsivan hukum tidak boleh
melampaui hatas batas vitng dibuat oleh
islasi. sehagaimana

hukum internasional yang dir

Hikum bermusyawarah pen
hukum  vang  mengl
proses demokrasi. Dibanding ke
hukum berpancasila lain van
bersifat isi (substansi), hukum ber
vawarah lehih menekankan pros
demokratis,  Sctiap  nonnd
menjadi hukum positif Indonesk
mengikat jika melalui proses
Kratis, yaitu melalui proses legis
lembaga perwakilan {nasional M4
localy yang angeotanya dipilih M

achilih

pandangan
Am - Beerriftsjuriprudenz, dogmatic
kum, normative hukum, serta legal
Wvism,  vang  mengganggap  leks

kum -
=Mt memiliki otonomi  yang

0
- KEStgpuran
o - - -
9 Hukum Pancasila, sebagai
Vyane difae: T
: : Jang dihasilkan atas nilai-nilai
Pemilu  yang  demokratis.  Saf lam flsaf g ;
v - - salal pancasila, tidak lepas dari
CTUITILLSE : _
; ikontame | Pembentukannya. Berikut
perundang-undangan dikontal Bh i s s
i g gl - 8 eorl Hukum Pancasila:
aleh muatan polits maupun aliraf Afjoyes .
easila adalal  sebagai  suatu

5 N, R s
Stem vang terdiri dari 5 (lima)

koruptil jika

ds1ng,

Levotiva: 1ol 8.No (hiober2043

sila sebagnl komponennya, vailu
Ketuhanan,  kemanusiaan,  Per-
satuan, Kerakyvatan, dan Keadilun.
Schagnl  suatn sistem,  kelima
komponen merupakan satu kesa-
tuan vang tidak terpisahkan, saling
berhubungan  dan  mempengarahi
serta melengkapi.,  Komponen
pertama meliputi dan menjiwai 4
komponen  berikutnya,  demikian
pula sehaliknya.

Dalam negars Hukum Pancasila,
negari menjamin kebebasan
herpgama, serta tinda  pemisahan
vang rigid dan mutlak antar agama
dan  Mepara. Mepgara sebagal
pengejawentalian jusn mansia
sebagal makhluk Tuhan, sehingga
sepala hal wang berkaitan denpan
pelaksansan dan penvelengoaraan
negara sertas moral negars (dalam
penyelenggaraan, politik, pemerin-
tahan,  hukum  dan peraturan
perundang-undangan) harus dijrvar
nilai-nilai ketuhanan sebaga nilai
tertinggi dan bersifat munlak.
Megara  memandang o munusi
memilikt kedudukan dan derajad
tinggi  dan  harus  dipertahankan
dengan keladopan yang  lavak.
Dalam  kehidupan  kenegaraan,
harus berlandaskan moral kemanu-
siaan, dalam seluruh aspek kehi-
dapan pemeriniahan {politik,
chonomi, hukum, sosial, budaya,
keamanan  serta
keagamaan),

pertahanan dan
dulam  kehidupan
Negarn huirus menjamin . mewu-
Judkan tujuan

ketinggian  harkat  dan  martabat

lercpainya
minusia, lerutama hak-hak kodrat
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d.

L}

manusia sebagai hak dasar (hak

asasi),  yang  ferlwang dalam
peraturin perundang-undangan
negirs.

Megara  memberikan  kebebasan
atas idividu, golongan, suku, ras,
maupun  agama  untuk  mereali-
sasikan  seluruh  potensi  dalam

kehidupan bersama vang integral.
Negara adalah untuk  kepetingan
rakyal, kedaulatan berada di tangan
rakyat. Dimana rakyat mempunyai
kedudukan, hak dan  kewajiban
yang sama, dan pimpinan kerak-
vatan adalah hikmat kebijaksanaan
vang dilandasi akal schat.
Keputusan  diambil  berdasarkan
musyawarah untuk mulakar oleh
witkil-wakil rakyat,

n=

: " DAFTAR PUSTAKA
Megara  kebangsaan van
adilan sosial  mem Pakﬂi:l.
berdasarkan hukum, Yano
nuhi 3 (tica) svarm poke 4
pengakuan dan perlip dung
hak-hak asasi manusia,
vang hebas. dan legalitas
hukum  dalam segala  pag
Megara menjamin Selurﬁﬁ
Indonesia  berhak  meng
perlakuan vang adil dalam
hukum, politik,  ckonomi,
dayvaan  dan  kebutuhan
rohani sehingga tercipta
rakat vange adil makmur,
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